DOKUMEN PENDAFTARAN DPT | BLU UNIVERSITAS PATTIMURA
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
CALON PENYEDIA BARANG/JASA
PENDAFTARAN DAFTAR PENYEDIA TERPILIH (DPT)
BLU UNIVERSITAS PATTIMURA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
	Nama lengkap
	:  ..................................................................................................

	NIK
	:  ..................................................................................................

	Jabatan
	:  ..................................................................................................

	Bertindak untuk dan atas nama
	:  ..................................................................................................

	Bentuk badan usaha
	:  PT / CV / Firma / Koperasi / Lainnya: ............................................

	NIB
	:  ..................................................................................................

	NPWP badan usaha
	:  ..................................................................................................

	Alamat kantor
	:  ..................................................................................................
   ....................................................................................................

	Telepon dan surat elektronik
	:  ..................................................................................................



Dalam kedudukan tersebut di atas, sehubungan dengan permohonan pendaftaran badan usaha kami dalam Daftar Penyedia Terpilih (DPT) BLU Universitas Pattimura, dengan ini menyatakan bahwa kami telah membaca, memahami, dan bersedia tunduk pada ketentuan berikut:
1. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Universitas Pattimura, khususnya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 53, Pasal 57, serta Lampiran I dan Lampiran III;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, sepanjang relevan dan tidak bertentangan dengan pengaturan khusus pengadaan BLU Universitas Pattimura; dan
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya penilaian kinerja dan tata cara pengenaan Sanksi Daftar Hitam, sepanjang berlaku dan relevan.
Berdasarkan hal tersebut, kami menyatakan dan berkomitmen untuk:
4. menyampaikan seluruh dokumen, data, dan informasi pendaftaran secara benar, lengkap, sah, autentik, terkini (tahun berjalan), dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak membuat, menggunakan, atau menyampaikan dokumen maupun keterangan palsu/tidak benar;
5. menjamin bahwa penandatangan pernyataan ini dan setiap pihak yang bertindak untuk badan usaha memiliki kewenangan yang sah sesuai akta, anggaran dasar, surat kuasa, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. memenuhi dan mempertahankan persyaratan kualifikasi sesuai bidang usaha, termasuk legalitas usaha, kemampuan teknis dan manajerial, sumber daya, perpajakan, pengalaman, alamat usaha, serta status hukum badan usaha; tidak berada dalam Daftar Hitam Pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, atau daftar hitam lain yang dipersyaratkan; dan segera memberitahukan kepada ULPBJ BLU Universitas Pattimura apabila terjadi perubahan atas kondisi tersebut;
7. memperbarui data perusahaan melalui Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Universitas Pattimura dan/atau menyampaikannya kepada ULPBJ sesuai mekanisme dan waktu yang ditetapkan, serta bertanggung jawab atas seluruh data, informasi, dan akibat hukum yang menyertainya;
8. memberikan persetujuan kepada ULPBJ/Verifikator DPT untuk melakukan autentikasi, konfirmasi kepada instansi penerbit, klarifikasi, dan/atau verifikasi lapangan guna memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen serta kondisi perusahaan;
9. mematuhi prinsip pengadaan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan berdasarkan praktik bisnis yang sehat;
10. menjaga integritas dan etika pengadaan dengan tidak melakukan persekongkolan atau pengaturan harga, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, pemberian hadiah/imbalan, benturan kepentingan, penyalahgunaan informasi, ataupun upaya memengaruhi pihak Unpatti atau pihak lain yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
11. mematuhi PERTOR Unpatti, dokumen pemilihan, ketentuan penggunaan aplikasi pengadaan elektronik, berita acara/klarifikasi yang mengikat, SPPBJ, kontrak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. menerima bahwa pencantuman dalam DPT tidak dengan sendirinya menjamin undangan, penetapan sebagai pemenang, atau pemberian kontrak. Penyaringan calon Penyedia dapat dilakukan secara objektif berdasarkan kesesuaian bidang usaha, kualifikasi, pengalaman, kapasitas, rekam jejak, hasil penilaian kinerja, riwayat sanksi, dan kebutuhan paket pengadaan;
13. apabila ditetapkan sebagai Penyedia, melaksanakan kontrak secara profesional dan bertanggung jawab atas kualitas, kuantitas/volume, biaya, ketepatan waktu, tempat penyerahan, layanan, masa pemeliharaan/garansi, serta kewajiban lain yang ditetapkan dalam kontrak; dan
14. menerima evaluasi DPT dan penilaian kinerja secara berkala serta penggunaan profil Penyedia, data pendaftaran, pengalaman, kinerja, dan sanksi sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan penyaringan calon Penyedia pada pengadaan berikutnya.
15. mengakui dan menghormati kewenangan ULPBJ dan Verifikator DPT sesuai tugas dan kewenangannya untuk melakukan verifikasi, autentikasi, klarifikasi, evaluasi, penilaian, dan memberikan rekomendasi atas pendaftaran maupun keberlanjutan status Penyedia dalam DPT, serta kewenangan pejabat yang berwenang untuk menetapkan hasilnya. Kami tidak akan melakukan intervensi, tekanan, ataupun upaya memengaruhi proses dan hasil tersebut serta menerima keputusan yang ditetapkan secara objektif dan sesuai PERTOR Unpatti sebagai keputusan yang final dan mengikat secara administratif serta tidak akan mempersoalkannya di luar mekanisme klarifikasi, perbaikan data, atau upaya lain yang secara tegas disediakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



PENERIMAAN KONSEKUENSI DAN SANKSI
Apabila kami melanggar pernyataan dan komitmen ini, kami bersedia menerima konsekuensi sesuai jenis dan tingkat pelanggaran, termasuk permohonan pendaftaran tidak ditetapkan/ditolak; digugurkan dalam pemilihan; pembatalan SPPBJ; dikeluarkan dari DPT; pengenaan Sanksi Daftar Hitam; pencairan jaminan; pemutusan kontrak; denda dan/atau ganti kerugian; serta gugatan perdata dan/atau pelaporan pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kami memahami bahwa sanksi pengeluaran dari DPT dilaksanakan melalui tahapan pengusulan, klarifikasi, penetapan oleh pejabat yang berwenang, dan pengeluaran dari DPT. Dalam hal telah dikeluarkan dari DPT, pendaftaran kembali hanya dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak keputusan pengenaan sanksi ditetapkan, sesuai PERTOR Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2026.
Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya, secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagai bagian dari pendaftaran DPT BLU Universitas Pattimura serta mengikat badan usaha yang kami wakili.


Ambon, ................................ 20
Yang membuat pernyataan,
Direktur Utama/Pimpinan/Pengurus yang berwenang
 
Meterai Rp.10.000



 
(...........................................................)
Nama lengkap dan cap badan usaha

Catatan penggunaan: Dokumen ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai akta/anggaran dasar dan disampaikan bersama dokumen pendaftaran DPT.
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